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ABSTRAK 

Penelitian ini disusun untuk meneliti tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN) terhadap 
keabsahan hasil Pengecekan Sertipikat menggunakan aplikasi layanan pertanahan secara 
elektronik, upaya yang dilakukan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) untuk mengatasi kendala 
terhadap keabsahan hasil Pengecekan Sertipikat menggunakan aplikasi layanan pertanahan 
secara elektronik yang telah melakukan pengikatan jual beli dan perlindungan hukum kepada 
calon pembeli terhadap keabsahan hasil pengecekan sertipikat menggunakan aplikasi layanan 
pertanahan secara elektronik. 

Penelitian pada Tesis ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, dan sifat penelitian yang 
deskriptif analitis, dan pendekatan penelitian perundang-undangan. 

pengaturan pengecekan sertifikat secara elektronik diatur pada pasal 2 ayat (2) huruf a Permen 
Agraria 5/2017, yang dimana pengecekan sertifikat secara elektronik akan menggantikan 
pengecekan sertifikat secara manual yang diatur pada  Perkaban No. 8/2012. Tanggung jawab 
hukum terkait adanya kesalahan pada hasil pengecekan sertifikat secara elektronik merupakan 
tanggung jawab dari pihak BPN sesuai dengan Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) Permen Agraria 
5/2017 dengan tanggung jawab hukum berupa klarifikasi penjelasan dan perbaikan pada sistem 
pangkalan data, upaya PPAT membantu calon pembeli melakukan pengupdatean informasi 
terhadap ketidak sesuaian hasil pengecekan sertipikat yang dikeluarkan secara elektronik dan 
badan pertanahan, dan melakukan pengecekan secara berkala terahadap hasil pengecekan 
sertifikat secara elektronik apakah terdapat perubahan data yang telah dikeluarkan sebelumnya 
adapun perlindungan hukum bagi calon pembeli dalam perjanjian jual beli pada prinsipnya diatur 
dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata 
mengatur mengenai empat syarat sahnya suatu perjanjia, sedangkan dalam pasal 1365 KUH 
Perdata diatur mengenai syarat – syarat untuk menuntut gant rugi kerugian akibat melanggar 
hukum yang menyatakan bahwa, tiap perbuatan yang melangar hukum yag membawa kerugian 
kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu 
menggantikan kerugian tersebut. 

Keywords: keabsahan, Hasil Pengecekan Sertifikat, Layanan Pertanahan secara Elektrik 

 
PENDAHULUAN 

Tanah sebagai bagian dari bumi, atas dasar hak menguasai dari negara maka kewajiban bagi 
pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia Menurut 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang 
individualistik religius, selain bertujuan untuk melindungi tanah juga mengatur hubungan hukum hak 
atas tanah melalui penyerahan sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanah bagi pemegangnya, 
demikian juga dalam peralihan hak dengan jual beli atas tanah tersebut. Perseorangan selaku 
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subjek hak atas tanah yaitu setiap orang yang identitasnya terdaftar selaku Warga Negara 
Indonesia, berdomisili di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia dan tidak kehilangan hak 
untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah.(S. Chandra,2005). 

Pengecekan sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang biasanya 
dilakukan dengan sistem datang langung pada kantor pertanahan, setelah dilakukan pengecekan 
sertipikat, maka kantor pertanahan setempat akan memberikan keterangan berupa sertipikat atas 
tanah atau hak milik atas satuan rumah susun berupa cap dengan kalimat keterangan “telah 
diperiksa sesuai dengan buku tanah pada kantor pertanahan” berdasarkan cap dengan kalimat 
tersebut PPAT tidak mempunyai tanggung jawab atas keterangan yang telah di berikan oleh kantor 
Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

Ketentuan mengenai pengecekan sertipikat sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 34 PP No. 24 
Tahun 1997, yang mengatur bahwa pengecekan sertipikat adalah kegiatan yang dilakukan untuk 
mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat 
ukur, dan buku tanah. 

Pasal 54 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang 
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP No. 37 Tahun 1998) yang menyatakan bahwa: 
“Sebelum pembuatan akta mengenai perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 
a sampai dengan huruf g, PPAT wajib melakukan pemeriksaan kesesuaian/keabsahan sertipikat dan 
catatan lain pada Kantor Pertanahan setempat dengan menjelaskan maksud dan tujuannya”. 

Peraturan Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 
Tahun 2017 tentang Layanan Informasi pertanahan secara Elektronik (Peraturan Menteri ATR/BPN 
No. 5 Tahun 2017), maka dengan peraturan tersebut diatas, pengecekan sertipikat hak atas tanah 
dilakukan secara elektronik. Didalam ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Agraria dan Tata 
Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2017, menyebutkan Jenis Layanan 
Informasi Pertanahan.  

Dalam hal ketidaksesuaian antara hasil pengecekan sertifpikat yang dikeluarkan Layanan Informasi 
Pertanahan dan di Kantor Pertanahan memyebabkan boomerang antara PPAT dan BPN karena 
setelah melakukan pengecekan sertipikat biasanya PPAT  akan melakukan suatu Tindakan hukum, 
pada dasarnya apabila sertipikat yang dilakukan pengecekan sertipikat tidak dalam keadaan bidang 
belum divaldiasi, tumpang tindih, blokir internal, dan sengketa maka sertipikat dinyatakan bersih 
berdasarkan hasil yang dikeluarkan oleh layanan Informasi Pertanahan. Karena apabila sertipikat 
terdapat bidang belum divaldiasi, tumpang tindih, blokir internal, dan sengketa layanan informasi 
pertanahan akan memberikan informasi bahwa harus melaporkan kekantor pertanahan untuk 
dilakukan penyesuaian data. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan: 
Bagaimana perlindungan hukum kepada calon pembeli terhadap keabsahan hasil pengecekan 
sertifikat menggunakan aplikasi layanan pertanahan secara elektronik? 
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KAJIAN TEORITIS 

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: 
“seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia 
memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi 
dalam hal perbuatan yang bertentangan. 

Teori tanggung jawab ini menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya 
menundukkan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, 
sebagaimana yang dirumuskan oleh Hans Kelsen yaitu yang berhubungan dengan konsep 
tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan 
tertentu atau ia memikul tanggung jawab hukum berarti ia bertanggungjawab atas suatu sanksi 
dalam hal perbuatan hukum yang bertentangan. 

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: 
“seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia 
memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi 
dalam hal perbuatan yang bertentangan. Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung 
jawab terdiri dari: 

a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran 
yang dilakukannya sendiri;  

b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu 
pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;  

c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung 
jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan 
menimbulkan kerugian;  

d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas 
pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan. 

Perbuatan hukum yang dilakukan di hadapan PPAT maka akan lahir akta autentik yang akan 
dijadikan sebagai alat bukti bagi para pihak telah dilakukan perbuatan hukum tertentu mengenai hak 
atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan sebagai dasar bagi 
pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum dimaksud. 
Selain dibuat dihadapan pejabat umum, untuk dapat memperoleh otentisitasnya maka akta yang 
bersangkutan harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh peraturan perundang-undang dan 
pejabat umum dihadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta 
itu, ditempat dimana akta itu dibuatnya. 

Tanggung jawab PPAT dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak, timbul karena 
adanya perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan PPAT dalam melaksanakan tugas 
jabatannya, sehingga menyebabkan kerugian bagi para pihak yang meminta jasa pelayanannya. 
Bentuk tanggungjawab PPAT apabila dikaitkan dengan profesinya menganut prinsip tanggungjawab 
kesalahan (based on fault of liability). Sehingga dalam pembuatan akta autentik, PPAT harus 
bertanggungjawab apabila terjadi kesalahan atau pelanggaran terhadap akta yang dibuatnya. Akan 
tetapi apabila unsur kesalahan atau pelanggaran terjadi dari para pihak, maka PPAT yang 
bersangkutan tidak dapat diminta pertanggung jawabannya, karena PPAT hanya mencatat apa yang 
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disampaikan oleh para pihak atau penghadap untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu 
yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.(Andi Mamminanga, 
2008)  

PPAT dalam hal ini hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dikatakan oleh para 
pihak kemudian PPAT menuangkannya ke dalam akta. Sehingga jika terjadi kesalahan yang 
dilakukan PPAT baik yang disengaja atau karena kelalaiannya menyalahgunakan wewenang PP No. 
37 Tahun 1998, sehingga mengakibatkan orang mengalami kerugian, dan jika kesalahan tersebut 
dapat dibuktikan oleh pihak yang merasa dirugikan, maka PPAT dapat dikenakan sanksi sesuai 
perturan perundang-undangan. 

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi 
masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan 
hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk 
menikmati martabatnya sebagai manusia.(Setiono,2004)  

Pada dasarnya hukum dibuat untuk memberi kenyamanan, ketentraman, keselamatan dan 
perlindungan bagi setiap warga negara, termasuk untuk memberi rambu-rambu atau batasan-
batasan baik perbuatan/tindakan sebagai warga negara maupun sebagai penyelenggara 
pemerintahan. Untuk itu hukum yang dibuat harus berisi nilai-nilai mulia seperti nilai ketuhanan, 
etika, moral, sopan santun, agar tujuan di atas itu benar-benar memberi pelayanan terbaiknya bagi 
semua lapisan masyarakat. Guna mencapai tujuan sebagaimana di atas, tersebut produk peraturan 
perundang-undangan yang dibentuk harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang menjadi ukuran 
umum dan khusus dari setiap pembangunan hukum/peraturan perundang-undangan. 

Upaya pemerintah untuk memberikan suatu bentuk jaminan akan adanya kepastian hukum dan 
perlindungan hukum atas kepemilikan tanah bagi seseorang ialah dengan dilakukannya suatu 
pendaftaran hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA yang 
menentukan: Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah 
diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. Rumusan tersebut memberi pemahaman bahwa Pemerintah yang seharusnya lebih pro 
aktif dalam mewujudkan adanya kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah melalui kegiatan 
pendaftaran hak atas tanah. Rumusan Pasal 19 ayat 1 UUPA selanjutnya di tindaklanjuti dan diatur 
lebih rinci melalui PP No. 24 Tahun 1997. 

Peranan PPAT sangat penting dalam melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah, maka, 
ketepatan, kepastian dan kebenaran informasi yang tertuang dalam akta yang dibuatnya sangat 
menentukan bagi proses pendaftaran dan pemberian perlindungan hak atas tanah warga 
masyarakat. Konsekuensinya, PPAT disamping harus bertanggung jawab terhadap kepastian dan 
kebenaran isi akta, juga wajib menyampaikan akta dan warkah-warkah lainnya kepada kantor 
pertanahan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak penandatangan akta.(Muhammad Yamin 
Lubis,2012) 

METODE PENELITIAN 

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, karena dalam 
penelitian ini memberikan gambaran tentang keabsahan hasil pengecekan sertipikat menggunakan 
aplikasi layanan pertanahan secara elektronik. Penelitian yang bersifat deskriptif analistis adalah 
memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. 
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Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa agar dapat memperkuat teori-teori lama atau 
didalam menyusun teori-teori baru. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum 
normatif dinamakan juga peneltian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian 
hukum yang dikembangkan atas dasar doktrin yang dikembangkan. Penelitian hukum doktrinal 
terbagi tiga yaitu: penelitian hukum doktrinal yang dikonsepkan sebagai hukum alam, peneltian 
hukum doktrinal yang dikonsepkan sebagai kaidah-kaidah perundangan, dan penelitian hukum 
doktrinal yang dikonsepkan berdasarkan keputusan hakim.(Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim,2016) 
Penelitian hukum normatif meneliti literatur dan bahan pustaka, maka ada juga yang 
menggolongkan penelitian hukum normatif sebagai penelitian kepustakaan.(Soerjono Soekanto dan 
Sri Mamudji,2010). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan atau 
penelitian hukum teoritis/dogmatis. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan akibat hukum suatu akta yang dalam 
pembuatan pembuatanya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 
berakibat akta notaris dapat diajukan pembatalan, karena merupakan suatu tindakan yang 
mengandung cacat prosedur, yaitu tidak berwenangnya notaris untuk membuat akta secara lahiriah, 
formil dan materil, serta akta notaris dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan 
akta notaris. Dengan alasan tertentu sebagaimana tersebut, maka akibat hukum akta notaris 
menjadi : 

1. Dapat dibatalkan  

2. Batal Demi Hukum  

3. Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan  

4. Dibatalkan oleh para pihak sendiri 

5. Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum karena peenerapan 
asas praduga sah.(Habib Adjie,2009)  

Apabila penerbitan sertipikat tanah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku maka penerbitan sertipikat tersebut dapat diajukan pembatalan sertipikat, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997. 

Akibat dari pihak kantor pertanahan tidak hati-hati dan teliti di dalam melakukan pengecekan 
sertipikat ini, dapat berakibat fatal kedepannya seperti terdapatnya sertipikat ganda, tumpang tindih 
sertipikat (overlap), sertipikat ploting dan sertipikat blokir serta sertipikat palsu. Tentunya hal yang 
demikian akan merugikan masyarakat banyak, karena biaya yang mereka keluarkan juga tidak 
sedikit. Terutama jika kita lihat tujuan pengecekan ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum. 
Perlunya pembenahan dan pengaturan yang lebih tegas mengenai pengecekan sertipikat agar 
masyarakat terbebas dari sengketa pertanahan yang akan terjadi dikemudian hari. 

Peralihan hak atas tanah diatur dalam Peraturan Pelaksanaan dari UUPA, yaitu Pasal 37 ayat (1) 
PP No. 24 Tahun 1997, yang mengatakan bahwa setiap peralihan hak atas tanah dan hak milik atas 
satuan rumah susun melalui jual beli, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum 
pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika 
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dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Berarti dengan kata lain, PPAT merupakan 
perpanjangan tangan dari Kantor Pertanahan.(Soelarman Brotosoelarno,1997) 

PPAT selain mempermudah pelayanan dan pengurusan administrasi pertanahan, juga membantu 
BPN dalam melakukan pelayanan di bidang pertanahan tersebut, seperti di dalam melakukan 
peralihan hak atas tanah bahkan melakukan pengecekan sertipikat bagi masyarakat yang tidak 
memiliki waktu untuk mengurus sendiri, sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan jasa 
PPAT dibandingkan dengan mengurusnya sendiri dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta 
yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atau disingkat juga dengan PPAT. Berarti dengan 
kata lain, jual beli tanah tidak bisa dilaksanakan apabila tidak dihadapan PPAT. 

Apabila terdapat catatan dalam buku tanah, maka sertipikat tidak dicantumkan tanda oleh Kantor 
Pertanahan, kemudian akan diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan diberikan 
kepada PPAT. Oleh karena itu, PPAT tidak dapat melanjutkan proses pembuatan akta jual beli. Hal 
ini disebabkan data fisik dan atau data yuridis yang termuat di dalamnya tidak sesuai lagi dengan 
data yang tercatat dalam buku tanah dan atau surat ukur yang bersangkutan. SKPT akan 
menerangkan catatan-catatan berupa sertipikat sedang disengketakan (sita jaminan), atau sertipikat 
sedang dijadikan hak tanggungan serta ada pemblokiran dari pihak ketiga. 

Perlindungan hukum terhadap PPAT sendiri berdasarkan peraturan jabatannya, bentuk 
perlindungan hukum bagi PPAT dalam ranah peraturan Perundang-undangan terkait PPAT lebih 
bersifat intern atau administratif. Sebagian besar peraturan yang dilanggar oleh PPAT adalah ukuran 
standar profesionalisme yang seharusnya wajib ditaati oleh semua PPAT dalam pembuatan akta 
autentik dibidang pertanahan. Sedangkan BPN sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang terkait 
dengan keberadaan PPAT sebagai pejabat publik, Badan Pertanahan Nasional berhak dalam 
memberikan sanksi terhadap PPAT jika melanggar parturan dan Perundang-Undangan, dengan 
mengeluarkan surat keputusan (KTUN), dan apabila dalam hal ini PPAT tidak puas terhadap 
keputusan yang dijatuhkan oleh BPN, maka keputusan tersebut akan menjadi sengketa Tata Usaha 
Negara. Sedang upaya yang dapat dilakukan oleh PPAT dalam hal ini, yaitu langsung mengajukan 
gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan atau pemeriksaan tingkat pertama. 

Dalam hal kegiatan pemeliharan data untuk jual beli tanah yang bersertipikat, dilakukan di hadapan 
PPAT yang ditandai dengan penyerahan dokumen. Selanjutnya, PPAT mencocokkan data fisik dan 
data yuridis dalam sertipikat asli dengan data yang ada di kantor pertanahan. Dilakukan pula 
pembuatan akta jual beli yang berupa dua lembar asli yang ditandatangani para pihak, dua orang 
saksi dan PPAT. Berkas kemudian disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan oleh PPAT 
sendiri. Selanjutnya, dilakukan pencatatan jual belinya dalam buku tanah serta penyalinannya dalam 
sertipikat. Terakhir, penyerahan sertipikat kepada pembeli sebagai pemegang hak. 

Perlindungan hukum yang diberikan oleh penjual, adalah berupa persyaratan yang biasanya 
dimintakan sendiri kepada calon pembeli itu sendiri. Perlindungan terhadap pembeli selain dilakukan 
dengan persyaratan harus diikuti dengan permintaan pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik 
kembali. Apabila pihak penjual tidak memnuhinya maka pihak pembeli dapat menuntut dan meminta 
ganti rugi sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam perjanjian pengikatan jual beli. 

 Perlindungan yang dapat dilakukan pihak pembeli dalam pelaksanaan perjanjian pengikatan 
jual beli ialah terlebih dahulu memeriksa keberadaan bukti kepemilikan hak atas tanah/bangunan 
yang menjadi objek perjanjian. pihak pembeli pun dapat meminta kepada penjual dapat menjamin 
bahwa objek perjanjian bebas dari tuntutan, gugatan maupun sitaan maka tanggung jawab berada 
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di pihak penjual. Selain itu pihak pembeli juga meminta kepada pihak penjual adanya pemberian 
kuasa yang tidak dapat ditarik kembali apabila semua persyaratan telah terpenuhi untuk melakukan 
jual beli, maka pihak pembeli dapat melakukan pemindahan hak walaupun pihak penjual tidak hadir 
dalam penandatanganan akta jual belinya. 

KESIMPULAN 

Perlindungan hukum kepada calon pembeli terhadap keabsahan hasil Pengecekan Sertipikat 
menggunakan aplikasi layanan pertanahan secara elektronik, Perlindungan yang dapat dilakukan 
pihak pembeli dalam pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli ialah terlebih dahulu memeriksa 
keberadaan bukti kepemilikan hak atas tanah/bangunan yang menjadi objek perjanjian. Adapun 
perlindungan hukum bagi calon pembeli dalam perjanjian jual beli pada prinsipnya diatur dalam 
Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur 
mengenai empat syarat sahnya suatu perjanjia, sedangkan dalam pasal 1365 KUH Perdata diatur 
mengenai syarat – syarat untuk menuntut gant rugi kerugian akibat melanggar hukum yang 
menyatakan bahwa, tiap perbuatan yang melangar hukum yag membawa kerugian kepada orang 
lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikan kerugian 
tersebut. dan calon pembeli dapat menuntut sesuai dengan yang termaktub dalam Pasal 1502 KUH 
Perdata. 
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